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; PERATURAN DAFRAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR (8 TAHUN 2010
CENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL.
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA,
- WALIKOTA PAGAR ALAM.
. Menimibang Cas bahwa rewribust Daerah merupakan sumber pendapatan jyz):‘:g
. cukup potensial guna membiayai penye! onqq“ aan Pemerintah
. dan pembangu an dacrah yang nyata, dimamis, seras c.f;z:n
- bertanggung jawab dengan titik berat pada otonomi doeraiv
. b. bahwa peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 2% tzhun 20

tentang retribusi pengaantian Diayea cetak kartu keluarga, k '-m‘u
tanda penduduk dan akta catatan sipilt dan PPeraturan Da» ‘ah

o

Nornor 02 Tahun 2007 tentang Perubahzn Peraturan Daerah
Kota Fagar Alam Nomor 28 Tahun 2003 tentang pcngt m ’_1
biaya ce.ak kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan ak
Catatan sipil hdak sesuai lagi dengan bia aya operam(ne!
reryelenggaraan pendcuduk dan pencatatan Slpl @hingga a
perlukan pengaturan SCCArs  IMINyLILLL witun nenad
pegangan bagi semuz nenvelenggara vang herhubunaan
c‘onqa"\ \PDPndJu ukan:
= bahwa daiam rangka meningkatkan pererimaan daerah sejalan
dengan undang — L'mdanq Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2000 yang mengorah pada sistem pemungutan  pajak dan
renibusi yang sederhana, adil, efektif dan afisien sehingga dapat
menggerakkan peran <erta masvarakat dalam pembiayaan
pembangunan  maka  dipandang  perlu setian  pelayanan
i pendaftaran penduduk dan pencatatan sini vaitu penerbitan <K,
. : KTF dan Akta — akta Pancatatan Sipit dipungut setribusi.




Mengingat
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Q.

bahwa berdasarkar perlimbangan sebagammana dimaksud hur:
b dan ¢ diatas. perhit ditetapkan dengan Paraturan Daf-ra?
Kota Pagar Alam;

Undang-undang Nomcer 1 Tabun 1974 taptang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomner 3019);

Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Fidena {(Lembaran Negara Tahun 1981 Noror 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomar & tahun 2001 Tentang Pembentukan
Kota Pagar Alam (Lembaran Jlegara Tahun 2001 Nomor 88,
Tan.bahan Lembaran Negara Nomor 4115 );

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha
Daerah (Lembaran Negdra Tahun 2004 Nomor 125, lambanan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, tambahan
l_embaran Megara Nomor 4844

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemernntah Husat dan [Uaerah (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan (Lembaran agara  Republic indonasia
Tahun 2006 Nomaor G2, Tambahan L_Of”b(\luﬂ Negara Momor

4634);

Undang-undang Nomer 23 Tahun 20006 temang Adminisias:
Kependudtikan {l.embaran Negara Repubik indonesia Tanun
2006 Nomer 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674

Undang-undang Nemor 28 tahun 2006 tentang Pajak Daeran
den Retribust Daerah (i.embaran Negara Republik Indcnesia
Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomqr 5049);

Peraturan Pen erintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Retniusi
Daerah (LLeml aran Negamn le:;,)ukj;lzx indonesia Nomor 119
Tabun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 Tahun
2001);

Peraturan Peierintah Republk indonesia Nomor 37 Tahun
2007 Tentang Pefaksanaar“ Undang-undang Nomror 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kenendudukan {Lembaran Negara
Republik Indon 2sia Tahun 20067 Nomor 80).

Peaora—er-arintah Republik Indonesia Nomor 57 Tanun
2009 Tentang Perubahan atas Peraturen Pemerintah Nomor 27




Tahun 109« tetiang Pengelotaan FPerkembangan
: Kependudulan;

i 12. Peraturan Pres len Renublik indonesia Nomor 25 Tahun 2008

il Tentang Persyeratan dar Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
. Pencatzian Sip;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009
ventany Fonerapan Karty Tanda Penduduk Berbasis Nomor
induk Kependucukan Secara Nasiona!

14 Kepatusan Yresiden Nomor 57 Tahun 1977 iantang Pendafiaren

- Penduduk;

15, Peraturan Menten Dalar Negeri Nomor 8 Tatun (977 tentang
Pelaksaraar Pendaftaran Penduduk:

16, Peraturan Men.eri Dalant Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah:

7. Keputusen Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun ¢ 782
tertang Pelavanan Catatan Sipil:

8. Keputusan Meneri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 996 tentang

- Padoman Biava Pelavanan Pendudulk

. Dengan FPorsetujian Barsama
- DEWAN PERWAKIE AN RAKYAT DASEAN KOTA DAGAR ALAN
. ’ dan

WALIKGTA PAGAR ALAM
MEMUTUSKAN

Mierietapkan o RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

FPasai
Dalam Peraturan Dacrah ini yana dimaksu! denagan

1. Daerah adalah Kotn Pagar Alam:
2. Pemerintah Daecrah adalah Permerintah Kola Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam:

4. Dinas adalah Dinas Kepondudukan dan Pencatatan Spii Kota

- Pagar AMara;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertenty dibidang retribusi
daerah sesuai dengan oeraluran perundang - undangan yang

berlaku;
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10.

i

Penduduk adalah setiap orang. baik Warga MNegara Indoresia
maupuin Warga Negara Asing yang bertempat tinggal ‘stap
diwiiayah Negara Republik  Indonesia yang telah  memenuni
ketentuan peraturan perundangan vang berlaku:

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalan kartu
identitas kelurrga vang memuat data lentang nama, susunan dan
hubungan dalam keluarga, serta harakteristik anggota keluarga,

Kanu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP

adalan bukti diri sebagai legitimasi penduduk yvang diterbitkan oleh
pemerintah kahupaten yang bherlaku diseluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia:

Alta Pencatatan Sipii adalah Akla Kelahiran, Akta Perceraian, Akla
Pengesahan Anak, Akia Pengangkatan Anak, Akla Ganti Nama
bagi Warga Negara Asing dan Akla Kematian yang diveinan oleh
Femerintah Daerah;

Retrivusi  Pelayanan pendaftaran penduduk  dan  Pencatatan
seianjutnya disebut retribusi adalah Pembayalan penerbitan KK
KT> dar. Akta Pencatatan Sipil diserahkan atau diberikan oleh
Femerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati cleh
orang pribadi atau badan:

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam berupa
arahan dan pelayanan yoang menyebabkan barang, fasilitas atau
pemanfaatan lainya vang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan; ‘

Jasa umum adal v jasa yang disediakan atau diberikan cleh
Pemerintah  Kota Pagar Alam untux tujuan  kepentingan dan
kemanfaatar umiu serta danag cdinikmati oleh orang pribadi atau
badzan;

Retribusi jasa umun adalah retribus atau jasa yang disediakan aiauy
diberikan oleh peeiinal daerap brot- Pagar Alam untul lujuan
kecentingan dan kemanfaatan umum sera dapat dinikmati oleh

orang pnbadi atau badan:

Wajib  retribusi  adalah orang pnbadi  ztau badan yar
memanriaatkan, menikmati ata menggunakan £ memakail KKK KTP
dan Alia Pencatata. Sipil:

Masa retribusi adal ih suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinen tertentu dari Pemerintah Kota Pagar Alam:

Sural sctoran Retrebusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalzh
surat keputusan vang menentukan besarnya jumlah retribusi untuk
m2lakukan pembangunan atau penyeteran retribusi yang berhutang
ke kas Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam atau ketempat
pemoayaran lain yaig ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam;

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah selanjutnya disebut SKRD adalah
surat keputusan yang menentukan besarrva jumlah retribusi yang
terhutang;




19.

20.

21

Surat Katetapan Retribusi Daarah Leoth Bayar saiznjuinya disingkat
SKRDL3 adaiah surat keputusan yang menentukan  jumlah
keiebihan pembayaran retribusi kerena jumlan kredit lebin besar
dari retribusi yang teriutang atau tidak seharusnya terhutang,

Surat Tagihan Retibust Dasrah yang sr‘lanjut*\va disingkal STRE
adaiah surat untuk maiak H/ (dg'h?’W retribusi dan atau sanks!
administrasi berupe bunga atau cenda:

Pemeriksaan adalah  serangkaian  kegiatan untuk  mencari,
mengumpulkan dan mengelola cata dan atau keterangan lainnva
dalam rangka pengawasan Kepatuhan pemanuhan kewajiban
retiibusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retnibust,

Penvidikan Tindal. Fidana dibidang retribusi adalah serangkaiar
tindakan vang dilakukan oleh penyidi pegawai neger sipil,
selanjutnya disebut penvidik untuk mencari certa mengumpulkan

Fokti dengan_hoktioitu membuat terang tindak pdana dibidang

retribusi yang terjadi serta meneimukan tersanghka:

BAL
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIR RETRIBUS!H

Fasal 2

Nama Retribusi adalabh Relnbust Pelayanan Pendaiiaran Pendudguk dan
Pencatatan Sipil dipungut Refnbusi Baya Penerbitan WH, KTH, dan Alia
Fencataton Sipil

~ - el
Pasal 3

Otjek Retribusi meliputi -

Kartu Keluarga;

Kartu Tanaa Pendudulk;

Akt Kelahiran

Akta Perkawinarn,

Akta Perceraian,

Akta Pengesahar dan Pongangkatan Anak,
Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing:
Akta Kematian.

Biaya Pelayanén :

Biaya pendaftara, kelahiran penduduk WL,

. Biava pendaftaran kelahiran penduduk WNA]

Biaya pencaftaran kematian penduduk VWNI;
Biaya pendaftaran kematian penduduk WNA:

. Biaya pendaftaran lahir mati penduduk VN
. Riaya pendaftara.. lahir mati penduduk WNA

Riaya pendaftaran penduduk WNL;
Biaya pendaftaran penduduk VWNA;
Biaya penerbitan sendaftaran penduduik sementara,

[

Riaya pendaftarai: pindah penduduk VNI

. Biaya surat kete ngan surat tempat tinggal:
. Biaya surat kete angan perubahan status kewarganegaraan,
. Biaya pendaftar n pindah panduduk VWINA




14, Blanko kaitu keluarga per set;
15. Blanko kartu tanda penduduk per lembar

Pasal 4

Subjek Retribus, adalah oreng prinadi yang melakukan pembavaian
~awes pelayanan yang disediakan Pemerintah Daeran Kceta Pagar Alam
berupa perolehan / neianfaatan karlu keluarga, kartu tanda penduduk
atau akla pencatatan s il

: Pasal 5

Wajib Retribusi adaiah orang pribadi yang mermanfaatkan / menikmati
atau menggunakan / aemakal kartu keluarga, Kartu tanda penduduk
atau akia pencatatan sipil.

BAB i
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi i? 2nerbitan | K, KTP dan Akta Pencatatan Siptl dal2 Nearah
Kota Fagar Alam termesuk jenis Retribusi jasa umum

BAB IV
CARA MENG JKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

FPasal 7
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumiah kartu keluarga,
kartu tanda pendudulc dan akta pencatatan sipit vaing citerbitkan.

EABV
PRINSIP YANG DIATUR DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!

Pasal §

(1) Biaya rnetak Kartu Keiuarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
kelengkapannya, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur
nesarnya tarif retr ~u~i atalah ¢ .

2 Bilaya yang dikelnzrkan oleh permann'ah Dacrah sebaost Bioya
pengadaan Kartu Keluarga (KK) dan Karte Tanda Penduduk
KTP); :

b, Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah é)acrah sebagai biaya
administrasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda
Penduduk (KTF);

c. Biaya lamnya vyang “erupa blanko dan formuir sebadai
pendukung / kelengkapan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan
Kartu Tanda Penduduk (KTF)

i

(2y Riayz Cetal Akta Colatan Ginil prinsip yang dianut dalam penelapan
struktur besarnya tanf reliibesi adalah
h

Permerintah Daeraly untuk

a. Biaya yang dikeluarkan ole
nengadaan Akia Catatan Sipil;




Biaya yang dikeluarkan otef. 2 enerintah Daerah sebagai biaya

administrasi pembuatan Akta Catatan Sipil;
Biaya lam.\\/a yang berupa L, inko dan  formulir

sebagai

pendukung / kelengkapan pembuatan Alta Catatan Sipil.

BAB Vi
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUS

Pasal 9

~truktur dan besarnys ‘a: rctribusi adalah sebana frerikut

a.

o

~o

Biaya penerbitan Kartu Keluarga sebesa rRo. 12,0007 set;
Biaya penerbitan Kart:  Tanda Penduduk WNI sebesar Rp.

10.000/Lbr;
Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk  WNA  sebesar Rp.
25.000/Lbr;

2.000/Set;

1.
2.

G

9.

Qiaya Legalisir KK dan KTP sebesar Ro. 1.000/lembar,
Biaya pencrbitan Axta Pencatafan Sipil;

Kutinan Akta Kelahiran Pelaporan s sebelum 60 hari Rp.

Formulir lsian Riodata Penduduk dan Keluarga sebesar Rp.

0.-

diatas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 {satu) tahun
. G (S

- Bagi WNI sebesar/ Rp.
- Bagi WNA sebesar Rp.
Kutipan Akta Keahiran Pelaporan diatas | (satu) Tahun
-Bagi \WNI secbesar/ Ro.
- Bagi WNA sebesar R
_ Akta Kelahiran Kutipan kedua dan seterisnya
- Bagi WNI sebesar/ Rp
- Bali WNA sebt.sar Rp.

_ Akta Perlcawinan Pencatatarn dalam kantor

- Bagi VINI sebesar / Rp
- Bagi WNA sebrsal Rp

o]

~Lxta Perkawinar Pencatatan dijuar kantor

- Bagi WNi seb- sar / D,
- Bagi WNA sel esar =P

"\’1 5LJ‘ B
30.0( )O,-

87.000 -

. 200.C0G -

85.G00G,-
300.000,-

Akla Perkawing 1 Kuhipan bedua dan seterasnya di dalam kantor

C Pagi)M senesar Rp. -

qul WNA zebesa Rp.

- Bagi Wi seb zsar/ Rp.

- Bagi WA sebesal 2D

Akta Perceraian

- Bagi WHNI sebasar / ' Rp.

- Bagi WNA sebesav iAp.

10. Kitipan Keduz dan seterusya

- Regi WL sebesar / Rp.

- Bagi WNA scoesar _ Rp.

. Akta Kematia

- Bagi WNi sebesar / Rp.

- Bagi WNA :cb sar Rp.
kutipa’ kedua dan seierusnya R

A

7. Alta Pengakuan d an Fongesahan Anak

- Bagi WN! selesar/ R0

160.000,-
350.000.-

~Akta Perkawinan Ku'n an hodua dan seterusnva di tuar kantor

150.500.-
400 400, -

150.C00. -
300.000.-

W PO

&

-
()F\

00.cC
50.000

.(_\

15.0G0, -
25.060 -
30. o0 O -

40.000.-



- Bagi WNA seb¢ sar <p. 45.000 -

- Kutipan kedua dan setarsnva Rp. 80.00G -
13. Akta Pengangictan Anak

- Bag! WNI sebesar / Rp. 35.000.-

- Bagi WNA sebesar Rp. 75.000.-

- Kutihan kedua dan seterusnya Rp. 85.000 .-
14, Suriat Kewranae n pencatatan Sipll

- Bagi '"WNI sehesar / Rp. 10.00C -

- Bagi WNA sebs sar Rp. 20.000, -
15. Perubahan Akta Catatan Sipil

- Perubahan status kewarganegaraan Rp. 30.000,-

- Perubahan Gant Nama Rp. 30.000, -

18. Pericatatan Pelaperan Kelahiran, Ferkawinan.
Perceraian & Kematian di LuarKota Pagar Alam  Rp. 50.007 -
17. 17 .Biava Legalisir Akla 1 ilembar Rp. 1.000 -

g. Formulir Isian Akta Pencatatan Sipil sebesar Rp. 1.000/lembar;

Biaya Pelayanan :
1) Biava Penerbitan Pendaftaran Penduduk

Sementara Foo 2.000.-
2) Biaya Fenerbitan Pendaftaran Pindah Penduduk  Ro. 10.000. -
3) Biaya Surat Keterangan Perubahan Status

Kewarganegaraan Rp. 15.000 -
4) Biaya Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal  Rp. 10.000,-

BALE Vil
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10 o

Masa retribusi Kantu Keluarga {(KK) dan Kartu Tanda Perduduk (KT9)
adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 2 {dua) tahun.

Pasal 14

Saat terhutengnya retribusi adaiah saat diterbitkan SKRD atau dokumen

Inin vrame AlmAarcarm Al e
11 YCVI‘\,’ UL Oa FH UG

BAL VI
WILAY AN PEMUNGUT AN

"",_ Ay
FPasal 42

Retribusi yang terhular 3 dipungut diwilayah dacrah Kot Pagar Alam.

BAE IX
SANKSH ADMINISTRAS!

Pasal 13

Datam hal Wajib 7Ctribusi tidak mermbayar tepal pada waktunya atau
kurang memoayar d'kenakan sanksi administras) berupa bunga sebesar

~

2 % (dua persen) setiap bulan darn retribusi yang terhutang atau kurang
dibayar dan tagih dencan menagunakan STRD didahuln dengan Surat
Teguren.




- BAB X
PENGURANCGAN, KERINGANAN
DAN PEMBERASAN RETRIBUSH

(1) Kepala Daerah d?p'}t memberikan pangurangan, keringanan dJdan
pembebasan retribusi,

(2) Pemberian pengurengan dan keringanan retribust sebagamana
dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat
antara lain dapat diberikan kepada Orang. Cacat, Pelajar,
Mahasiswa dan Orang Tidak Mampu,

(3) Pemberian kebebaoan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
antara fain berusia 60 (enam pulfuh) tahun keatas;

BAB Xi
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

—
~—

Pemungutan Retribusi lidalk dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut fengan menggunakan SKRD atau dokumen iamn
yang dipersamakan,

[3AB Xl
TATA CARA PEMBAYARAN A

- ' Pasal 1o
(1) Pembayaran Retrousi harus dilakukan secara tunai / lunas;
(2} Tata cara pemb:varan, penyetoran dan  tempal pembayaran

retribusi diatur dengan keputusan Walikowa.

BAEB Xl
KETENTUAM PIDANA

Pasai 17

(1) Wajib retrit usi ymng fidak melaksanakan kewajiben, sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana <urungan paling iama
3 ( tiga) bulan ateu pidana denda paling banyak 3 (tiga) kaii jumlah
- retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar:

{2) Tindak plc‘a“\q vang dimaksud avat (1) Pasal ini adalah

Pasal

——
—~—

Sura! Teguran atau Surat Peringatan atau Surst Lain yang sejenis
sebagai awa! pelaksanaan penagihan retribus dikeluarkan 7 (tujuh)
hari Sejak saat jatul tempo pembayaran,




(2) Dalam jangka waxiu 7 (tuht han sowelab tanggal Surat Teguran
atau surat Derirqﬂ!ﬂn atan surat lain yang seienis disampaikan,
~Wajib Retribusi harus melunasi retnbusi ,ang terutang.

(3) Surat Teguran atau sural porngaian aiau sural jain yang sejenis
sebagaimana yang dimalsud pada ayat (1) dikeluarkan cleh
Walikota atau pejabat yaneg dituniuk,

Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribust menjadi kadaluwarsa

selelah melampaui jangka waktiu 3 {tiga) tahun erhitung Sejak saat

terutangnya retribusi kecualb ika Wajb Ré&tribusi imelakukan

tindakan picana dibidang Retriousy,

Kadaluwarsa penagihan Retusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh jixa :

a. Diterbitkan Surat Teguran, atau

b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wapb Retribusi, baik
lanasung maupun tidak langsung.

—
N
—

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung Sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

(1) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagimana dimaisud
pada ayal (2) hurtf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan  Belum
melunasinya kepada Pemerintah Daeran -

(5) Pengakuan utang Rotrlbuw secara tidak langsung da- o..igujuan

ermohonan  anqgsura atau penundaan pembayaran  dan
permohonan keberatan .r)ls-h Wajib Retribusi.

Fasal 20

(1) Piutang Retribusi vang tidak mungkin ditagih fagl karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Kota yang sudah <adaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat

oy

(3) Teta cara panghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaliiwarsa
diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

(1) Peiabat Pegawa: Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah
da’—\rah dibari wawenarng khusus sebagaimana penyidik untuk
elakukan penyinikan tindal pidana dibidang retribusi daerah;




(2) Wewerang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalan -

a. Menerinia, mencari, mangumpulkan dan meneliti Keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan
daerah dan rctribusi agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih i :ngkap dan jelas;

b. Meneliti, mer;ari dan mepgumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang <ebenaran periuatan yang
ditakuken sehubungan dengan tindak pidana perpajikan da=rah
dan retribusi:

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan selubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah Jan retribusi;

d.  Melakukan pengeledahan untuk mendapétkan bahan bukti
pembukuan rencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan
ret.ibusi:

.- Menyuruh bertenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memerixsa icantitas  orang atau  badan dokumen vyang
sebaginrana dinaksud huruf (e);

g. Memotret seseorang yang berkaitarn dengan tindak pidana
pe:pajakan dacerah atau retribusi:

h Memangil seseorang untuk didengar dan dipeiiksa sebagai
tersangka atau sakst: o

.. Menghentikan nenyidikan:

i.  Melakukan tindakan lain yang perlu  untuk  kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daeraly menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan

dimulainya peiyidikan dar penyampaian hasil penvidikan kepada
| penuntut umum sesuai dengan ketentuan vang diatur dalam
Undang-undang Nomor & Tahun 1081 tentong Hukum  Acara
Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasai 22

Hal-hal yang belum cukup diatir dalam Peraturan Daerah ini sepaniang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur iebih lanjut cengan
Peraturan Walikota.

BAB XVI
- : KETENTUAN PENUTUP

Pacal 23

Hai-hal yang merupaian Felaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan
oleh Walkota sesuai dengan Peraturar Perundang-undangan vang
b erkaku




Pasal 24

Pada saal berlakunva Peraturan Uacrah ini. Peraturan Daerah Kota
Fagar Aiam Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengantian Biaya
Cetak Kariu Keiuarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan
Sinid dicabut dan dinvatakan tidalc bedaku 1aa

Pasal 25

Menugaskan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Ffagar Alam, Camat dan Lurah e Kota Pagar Alem untuk
melaksanakan ketentuan Perda ini -

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai barlaku pada tanggal diundangakan agar
supaya setiap orang mengetalivianya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penetapannya dalami Lembaran Daerah
Kota Pagar Alam.

Dictapkan ai ~ Pagar Ailam
Pada Tangaal [3-12- 2010

WALIKOTA PAGAR ALAN,

™~ -

~.

F.DJAZULEKURIS

Di undangkan di Pagar Alam
pada langaai S R0~12- 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

('m ( %&”ﬂ

H. A. FACHRI

)
LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR...’.&....‘SERL...‘....




